SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung tentang Pembentukan Satuan
Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Belitung Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
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Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855
Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

“
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Umum Kabupaten /Kota,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BELITUNG TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN
2026.

Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Belitung yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah;

Wakil Ketua Pengarah;

Anggota Pengarah;

Penanggungjawab;

Ketua;

Anggota; dan

N oo s W

Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
Menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Tahun 2026 sebagaimana
terdapat pada lampiran;
Menetapkan wewenang dan tanggung jawab Satuan
Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Belitung sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan;

2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis

penerapan  petunjuk teknis dan = standar

operasional prosedur penyelenggaraan Sistem
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Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,;
Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dimaksud dalam DIKTUM KESATU

melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah:

a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai
dengan tujuan, kebijakan, dan rencana
tindak yang telah disusun; dan

b. melakukan monitoring terhadap
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

2. Wakil Ketua Pengarah:

a. membantu dalam mengarahkan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah agar sesuai dengan tujuan,
kebijakan, dan rencana tindak yang telah
disusun;

b. mengkoordinir = pelaksanaan  monitoring
terhadap penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah; dan

c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah kepada
Ketua Pengarah.

3. Anggota Pengarah:

a. membantu dalam mengarahkan penyusunan
kebijakan dan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai
dengan tujuan, kebijakan, dan rencana
tindak yang telah disusun;

b. melakukan monitoring terhadap
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah; dan

c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah kepada
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Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab:

a. bertanggung jawab dalam  efektivitas
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

b. melaksanakan pengendalian untuk
menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

c. melakukan monitoring terhadap
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah; dan

d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah kepada
Ketua Pengarah.

5. Ketua:

a. merumuskan dan menyusun rencana tindak
serta jadwal kegiatan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah
ditetapkan;

b. memimpin dan mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;

c. melakukan koordinasi, integrasi, dan
monitoring penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub
Bagian;

d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan
Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan dan Inspektorat Utama
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum; dan

e. menyampaikan laporan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
kepada Penanggung Jawab.

6. Anggota:

a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan
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kegiatan yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-
masing Sub Bagian;

b. membantu dalam melaksanakan dan
menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-
masing Sub Bagian;

c. membantu dalam memantau  progres
pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di masing-masing Sub
Bagian;

d. membantu menyelenggarakan kegiatan
Pengendalian sesuai dengan  ukuran,
kompleksitas, serta sifat dari tugas dan
fungsi masing-masing Sub Bagian;

e. mendokumentasikan pelaksanaan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil
identifikasi kartu kendali; dan

g membantu menyusun lapora kegiatan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

7. Anggota merangkap Operator SPIP:

a. membantu menyusun laporan kegiatan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

b. mengunggah kartu kendali dan dokumen
pendukung pada aplikasi e-SPIP.

Masa kerja satuan tugas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada  Komisi
Pemillhan Umum Kabupaten Belitung tahun 2026
terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan
Desember 2026;
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KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
Pada Tanggal 08 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagxan Tekms Penyelenggaraan

Iy dan Hubungan
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

NO. NAMA JABATAN
1. | AMIR HUSIN KETUA PENGARAH
WAKIL KETUA
2. | HERI WIBOWO
PENGARAH
ANGGOTA
3. | MELLY TRIANI
PENGARAH
ANGGOTA
4. | NOVITA FRESHKA UKTOLSEJA
PENGARAH
ANGGOTA
5. | YOSSI
PENGARAH
PENANGGUNG
6. | ANDESIA
JAWAB
7. | ARLI WIRADIPUTRA KETUA
8. | ZUHRI WAHYUDI ANGGOTA
9. | WAHYUNI SYAHARUDDIN ANGGOTA
10. | DIAH ANANTA SETYORINI ANGGOTA
ANGGOTA
11. | ARIF BUDIMAN
12. | TYAS ADI PUTRA NUGRAHA ANGGOTA
ANGGOTA
13. | NURUL QIROM
ANGGOTA
14. | AGIL PATRA PENANGSANG
15. | ANNISA PABELIA ANGGOTA
ANGGOTA/
16. | HENNY YULIANTI OPERATOR SPIP
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17. | RANI VERONIKA SIHOMBING ANGGOTA
18. | DARMA WULAN ANGGOTA
19. | PEBRIYANDI ANGGOTA
20. | FARREL MAULIDAN AZIZ ANGGOTA
21. | ARIEF RAKHMATULLAH ANGGOTA

Ditetapkan di Tanjung Pandan
Pada Tanggal 08 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Kepala Subbagtan Tekms Penyelenggaraan

dan Hubungan
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